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RINGKASAN 

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas perubahan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 

UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai suatu 

kewenangan dalam membuat akta autentik dan juga mempunyai kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 

Undang-Undang lainnya. Permasalahan   umum yang sering terjadi dalam 

pembuatan akta autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai 

dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang 

dibubuhkan para pihak dalam akta autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini 

mengakibatkan notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. Salah 

satu contoh kasus terkait isi akta yang berbeda dengan fakta dapat dilihat pada 

Putusan Nomor 1014 K/PID/2013 dimana terdakwa yang disebut sebagai notaris 

NINOEK POERNOMO, S.H. di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta atau Mahkamah Agung Republik Indonesia setidak-

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan 

Negeri Surakarta membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 

sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai 

bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta 

otentik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian 

yang berjudul “TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH 

NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

1209/K/Pid/2022”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang dasar hakim dalam 

menentukan tindak pidana pemalsuan akta autentik oleh notaris dalam perkara 

Putusan Nomor 1209/K/Pid/2022, selain itu penulis juga meneliti mengenai 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1209/K/Pid/2022 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : Dalam memutuskan perkara 

Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 majelis hakim Mahkamah Agung 

melihat  Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, maka majelis hakim 
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Mahkama Agung memandang bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang yang merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri 

Semarangsudah benar, sehingga Majelis hakim menolak kasasi para pemohon. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 belum mencerminkan 

keadilan dan kemanfaatan hukum, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan 

rendahnya hukuman yang diterapkan, hukuman Pasal 264 dengan ancaman 8 tahun 

penjara hanya dituntut oleh penuntut umum 2 tahun penjara dan diputuskan oleh 

hakim Pengadilan Negeri Semarang 1 Tahun 6 bulan. Padahal tindak pidana ini 

dilakukan oleh seorang notaris yang memanfaatkan jabatannya untuk memalsukan 

tanda tangan para saksi di akta autentik, dan akibat dari tindak pidana ini sudah ada 

yang dirugikan, 
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ABSTRAK 

Abstrak : Permasalahan   umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta autentik 

oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai 

objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam 

akta autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus 

mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis 

tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022”. Permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah tentang dasar hakim dalam menentukan tindak 

pidana pemalsuan akta autentik oleh notaris dalam perkara Putusan Nomor 

1209/K/Pid/2022, selain itu penulis juga meneliti mengenai kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1209/K/Pid/2022 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : Dalam memutuskan perkara 

Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 majelis hakim Mahkamah Agung 

melihat  Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, maka majelis hakim 

Mahkama Agung memandang bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang yang merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri 

Semarangsudah benar, sehingga Majelis hakim menolak kasasi para pemohon. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 belum mencerminkan 

keadilan dan kemanfaatan hukum, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan 

rendahnya hukuman yang diterapkan, hukuman Pasal 264 dengan ancaman 8 tahun 

penjara hanya dituntut oleh penuntut umum 2 tahun penjara dan diputuskan oleh 

hakim Pengadilan Negeri Semarang 1 Tahun 6 bulan. Padahal tindak pidana ini 

dilakukan oleh seorang notaris yang memanfaatkan jabatannya untuk memalsukan 

tanda tangan para saksi di akta autentik, dan akibat dari tindak pidana ini sudah ada 

yang dirugikan, 
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A common problem that often occurs in making authentic deeds by notaries is that 

the contents of the deed do not correspond to the facts, both regarding the object, 

the identity of the parties and the signatures put by the parties in the authentic deed. 

This discrepancy means that the notary must be responsible for the contents of the 

deed. Based on this, the author is interested in raising a research entitled "CRIME 

ACTION OF FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS BY A NOTARY STUDY OF 

SUPREME COURT RULING NUMBER 1209/K/Pid/2022". The problem raised in 

this research is the judge's basis for determining the criminal act of falsifying an 

authentic deed by a notary in the case of Decision Number 1209/K/Pid/2022. Apart 

from that, the author also examines legal certainty, justice and expediency in the 

Supreme Court Decision Number 1209/ K/Pid/2022 

The results obtained from this research are: In deciding the Supreme Court case 

Number 1209/K/Pid/2022, the panel of Supreme Court judges looked at the legal 

facts contained in the decisions of the Semarang District Court and the Semarang 

High Court, the panel of judges at the Supreme Court considered that what it was 

decided by the Semarang High Court which changed part of the decision of the 

Semarang District Court to be correct, so that the panel of judges rejected the 

petitioners' appeal. Supreme Court Decision Number 1209/K/Pid/2022 does not yet 

reflect justice and the benefit of the law, because the panel of judges did not consider 

the low sentence applied, the sentence for Article 264 with the threat of 8 years in 

prison was only demanded by the public prosecutor for 2 years in prison and 

decided by the District Court judge Semarang 1 year 6 months. In fact, this criminal 

act was committed by a notary who took advantage of his position to forge the 

signatures of witnesses on authentic deeds, and as a result of this criminal act, 

someone was harmed. 
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